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PROSEDUR PENGHENTIAN PENGGUNAAN DAN
PENEMPATAN ASET TETAP PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SUMATERA

UTARA

Ganda Kristiawan
Akuntansi Perpajakan Politeknik Unggul LP3M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur Penghentian Penggunaan
dan Penempatan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Sumatera Utara. Hasil yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta
wawancara langsung kepada petugas Bea dan Cukai. Prosedur Penghentian
Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan
standar operasional yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan kegiatan selalu
berdasarkan langkah-langkah yang baik sesuai dengan prosedur. Tahapan yang
dilakukan sistematis dan selalu dilakukan pencatatan dalam setiap kegiatan.
Hasil penelitian juga menunjukkan penerapan prosedur Penghentian
Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dapat dinyatakan telah efektif. Hal
tersebut ditandai dengan pencatatatn setiap kegiatan hingga pengawasan
internal yang dilakukan.

Kata kunci: Prosedur, Aset Tetap

PENDAHULUAN

Aset tetap (fixed asset) adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk
siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam
operasional Perusahaan/ Pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka
kegiatan normal Perusahaan/ Instansi Lembaga dan mempunyai masa mafaat lebih
dari satu tahun. Aset tetap (fixed assets) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat
keberadaannya dan sifatnya relatif permanen.

Aset tetap memiliki masa kegunaan (usefull) yang panjang dan manfaat
ekonomis lebih dari satu tahun, bernilai material, dan digunakan untuk kegiatan
operasi normal perusahaan dan juga tidak untuk dijual, dalam rangka kegiatan
normal perusahaan. Aset tetap juga dapat diperoleh dengan beberapa cara seperti
membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, penerbitan
surat berharga, dibangun sendiri, sewaguna usaha atau leasing dan donasi. Aset
tetap pada Instansi Pemerintahan mempunyai masa manfaat, sehingga setiap aset
tetap sangat perlu untuk dihentikan penggunaan dan dilelang sehingga biaya
operasional tidak lebih besar dari nilai aset tersebut.

Aset Tetap sering kali merupakan komponen yang signifikan dalam laporan
posisi keuangan perusahaan. Karena pada umumnya telah menginvestasikan
sebagian kekayaannya pada aset tetap sebagai penggerak kegiatan operasional
perusahaan.

Semua ini sesuai dengan tujuan perusahaan akan memperoleh keuntungan dari hasil
produksinya yang ditunjang oleh aset tetap yang dimilikinya.
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Aset tetap bersifat tangible (berwujud) dan digunakan dalam jangka
panjang. Menurut PSAK 16 (revisi 2011) aset tetap adalah aset berwujud yang:

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa,
untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif.
b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefenisikan sebagai aset berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan
Pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam
paragraf 7, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:
Tanah;

Peralatan dan Mesin;

Gedung dan Bangunan;

Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Aset tetap Lainnya;
Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penghentian penggunaan aset tetap apabila suatu aset tetap tidak dapat
digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi
yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata
ruang RUTR, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga
penggunaannya harus dihentikan.

Pelepasan atau penempatan aset tetap pada instansi pemerintah bisa
dilaksanakan dengan cara Dijual/Lelang, Dipertukarkan, Dihibahkan kepada
Instansi lain, dan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Negara atau Daerah.

Barang Milik Negara berupa aset tetap pada instansi pemerintah dalam
menghentikan penggunaan atau menghapuskan asset tetap dari Daftar Kuasa
Pengguna Barang (KPB) memiliki beberapa proses dimulai dari tahap penilaian
asset tetap dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sampai dengan
penjualan asset tetap dengan proses lelang dan menghasilkan PNBP Negara.

~o o0 o

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penghentian Penggunaan dan Penempatan Aset Tetap

Proses penghentian penggunaan Barang Milik Negara merupakan salah satu
proses yang terdapat dalam pengelolaan Barang Milik Negara, dimana dilakukan
pada saat suatu Barang Milik Negara sudah memiliki masa mafaat lebih dari satu
tahun masa manfaat. Untuk optimalisasi Barang Milik Negara demi penghematan
anggaran pemeliharaan BMN, maka harus dilakukan penghentian penggunaan
BMN atau Penghapusan BMN, disamping untuk melakukan pergantian Barang
Milik Negara pada suatu instansi dapat juga meningkatkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang akan disetorkan ke kas Negara.

Pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terdapat Kendaraan Dinas
Roda Dua dan Roda Empat yang sudah memiliki masa manfaat di atas sepuluh
tahun, sehingga Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAKPB sudah dapat mengajukan usulan penghapusan BMN ke Pengelola Barang
dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara berjenjang melalui
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Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1).

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara telah mengajukan proses
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penghentian penggunaan BMN dengan daftar BMN sebagai berikut:

JENIS TAHUN HARGA
NG BARANG PEMBUATAN LIMIT KONDISI
01. | Micro Bus 1991 11.490.000 Rusak berat
02. | Micro Bus 1985 6.857.000 Rusak berat
03. | Mini Bus 1985 6.857.000 Rusak berat
04. | Mini Bus 1991 7.062.000 Rusak berat
05. | Mini bus 1992 7.567.000 Rusak berat
06. | Mini bus 1992 8.264.000 Rusak berat
07. | Mini bus 1992 14.914.000 Rusak berat
8. | Mini bus 1991 8.768.000 Rusak berat
09. | Mini bus 1994 8.264.000 Rusak berat
10. | Mini bus 1998 7.567.000 Rusak berat
11. | Mini bus 1998 7.567.000 Rusak berat
12. | Mini bus 1998 8.264.000 Rusak berat
13. | Mini bus 1998 6.324.000 Rusak berat
14. | Sepeda motor 1991 557.000 Rusak berat
15. | Sepeda motor 1991 459.000 Rusak berat
16. | Sepeda motor 1991 563.000 Rusak berat
17. | Sepeda motor 1991 475.000 Rusak berat
18. | Sepeda motor 1991 733.000 Rusak berat
19. | Sepeda motor 1991 748.000 Rusak berat

Proses penghentian penggunaan BMN yang dilakukan Kantor Wilayah

DJBC Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan ubah kondisi Barang Milik Negara dan menghentikan penggunaan
Barang Milik Negara pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) berupa kendaraan roda empat
dan roda dua dari kondisi baik menjadi rusak berat dengan diketahui Kuasa
Pengguna Barang dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
melalui Surat Keterangan ubah kondisi BMN dengan Surat Keterangan Kepala
Kantor Wilayah nomor KET-08/WBC.02/2016 tanggal 24 Oktober 2016
terlampir pada (Lampiran I).

Membentuk tim panitia penghapusan Barang Milik Negara internal pada
Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang bertujuan meneliti kondisi Fisik
Barang Milik Negara dan dokumen administrasi Barang Milik Negara pada
Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah DJBC Sumatera Utara nomor KEP-444/\WBC.02/2016 tanggal 18
Oktober 2016 tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara
pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran I1).
Tim penghapusan Barang Milik Negara melakukan penelitian administrasi dan
melakukan cek fisik terhadap Barang Milik Negara yang akan dihapuskan serta
menuangkan hasil penelitian administrasi dan fisik dalam berita acara
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10.

11.

penelitian Barang Milik Negara dengan nomor: BA-07/WBC.02/2016 tanggal
20 Oktober 2016 terlampir pada (Lampiran I11);

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengajukan usulan bantuan
penilaian Barang Milik Negara kepada KPKNL Medan berupa kendaraan roda
empat dan roda dua dengan surat permohonan Kepala Kantor Wilayah DJBC
Sumatera Utara nomor S-298/WBC.02/2016 tanggal 19 Juli 2016 perihal
Permintaan Penilaian BMN berupa kendaraan dina roda empat dan roda dua
terlampir pada (Lampiran V).

Kepala KPKNL Medan dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
membentuk suatu panitia tim penilai Barang Milik Negara yang beranggotakan
pegawai KPKNL Medan dan Pegawai Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
dengan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara nomor
KEP-347/WBC.02/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Pembentukan Tim
Penilai Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara
terlampir pada (Lampiran V).

Tim penilai BMN yang telah dibentuk akan melakukan penilaian fisik Barang
Milik Negara dengan mengecek langsung ke lapangan dan menetapkan harga
limit terendah Barang Milik Negara dan menuangkan dalam bentuk berita
acara penilaian Barang Milik Negara, Hasil penilaian Barang Milik Negara
akan digunakan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara sebagai nilai limit
terendah Barang Milik Negara dalam hal mengajukan penghapusan Barang
Milik Negara dengan nomor Berita Acara Survei Lapangan nomor BASL-
153/WKN.2/KNL.01/2016 tanggal 22 September 2016 terlampir pada dan
surat penetapan Nilai Limit nomor SR-24/WKN.02/KNL.01/2016 terlampir
pada (Lampiran VI).

Usulan Penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Wilayah DJBC
Sumatera Utara ke Kantor Pusat DJBC u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai berupa kendaraan bermotor dengan surat usulan surat Kepala Kantor
Wilayah DJBC Sumatera Utara nomor S-448/WBC.02/2016 tanggal 21
Oktober 2016 sebanyak 13 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan
dinas roda dua terlampir pada (Lampiran VII) .

Sebagai kelengkapan data penghapusan Barang Milik Negara Kepala Kantor
Wilayah DJBC Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Nilai Limit SPTJ yang mana Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna
Barang bertanggung jawab atas nilai limit BMN yang diusulkan telampir pada
(Lampiran VIII).

Sebagai kelengkapan data penghapusan Barang Milik Negara Kepala Kantor
Wilayah DJBC Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Nilai Limit SPTJM yang mana Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna
Barang bertanggung jawab atas penghentian penggunaan dan penghapusan
BMN yang diusulkan telampir pada (Lampiran [X).

Sebagai kelengkapan data penghapusan Barang Milik Negara Kepala Kantor
Wilayah DJBC Sumatera Utara menandatangani Surat Pernyataan yang mana
Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
penghapusan tidak menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah
DJBC Sumatera Utara telampir pada (Lampiran X).

Usulan penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pusat DJBC u.p
Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Unit Pembantu pengguna
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Barang tingkat Eselon | (UAPPB-E1). Berdasarkan surat usulan Kepala Kantor
Wilayah DJBC Sumatera /utara atas usulan penghapusan Barang Milik Negara,
Kantor Pusat DIJBBC u.p Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang tingkat eselon | (UAPPB-E1) akan
meneruskan usulan tersebut ke Menteri Keuangan selaku Pegguna Barang u.p
Sekretaris Kementerian Keuangan. Terlampir pada (Lampiran XI ).

Usulan penghapusan Barang Milik Negara dari Kantor Pusat DJBC u.p
sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai UAPPB-E1 akan
meneruskan surat usulan tersebut kepada pengelola Barang (Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara), dengan surat Kepala Biro Perlengkapan nomor S-
632/SJ.7/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Usul Penjualan Barang Milik
Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran
X11).

Kepala KPKNL Medan selaku pengelola mengeluarkan surat persetujuan
penghapusan Barang Milik Negara dengan cara dijual/lelang, dan akan
menyurati Eselon 1 selaku Pengguna Barang untuk memberikan persetujuan
kepada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan Penghapusan dan
Penghentian Penggunaan Aset berupa kendaraan roda dua dan roda empat
dengan  surat Kepala ~Kantor KPKNL Medan nomor  S-
30/MK.6/WKN.02/KNL.01/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Persetujuan
Penjualan barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan Republik
Indonesia satker Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara terlampir pada
(Lampiran XIII).

Kepala Biro Perlengkapan dalam hal ini Menteri Keuangan Selaku unit
Pengguna barang akan meneruskan surat persetujuan Penghentian dan
Penghapusan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC
Sumatera untuk melakukan penjualan Barang Milik Negara yang disetujui
untuk dilakukan penghentian penggunaan dan penjualan dengan surat Kepala
Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan nomor S-73/MK.1.7/2017 tanggal
02 Mei 2017 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain
dan/atau Bangunan pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera utara terlampir pada
(Lampiran XIV).

Kantor wilayah DJBC Sumatera Utara akan membentuk tim penjual/pelelang
dari internal Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara yang tujuan nya untuk
sebagai panitia penjual Barang Milik Negara dengan nomor surat keputusan
Kepala Kantor Wilayah nomor KEP-206/WBC.02/2017 tanggal 31 Mei 2017
tentang Pembentuka Panitia Lelang Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah
DJBC Sumatera Utara terlampir pada (Lampiran XV').

Kantor wilayah DJBC Sumatera Utara akan berkoordinasi dengan KPKNL
Medan untuk menentukan jadwal lelang Barang Milik Negara dan akan
diumumkan di koran dan KPKNL Medan menentukan jadwal lelang Barang
Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dengan nomor surat
kepala KPKNL medan nomor S-1322/WKN.02/KNL.01/2017 tanggal 09 Juni
2017 perihal Penetapan Jadwal Lelang terlampir pada (Lampiran XVI).
Barang Milik Negara berupa kendaraan roda dan roda empat telah terjual
dengan pemenang yang telah diseleksi oleh KPKNL Medan melalui elektronik
lelang dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara menerbitkan Surat
Keterangan pemenang lelang terlampir pada (Lampiran XVII).
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18. Pemenang lelang menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas
Negara sebagai imbalan dari penjualan Barang Milik Negara dan Pemenang
lelang dan Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara akan melakukan serah
terima barang dengan dituangkan dalam berita acara serah terima BMN dengan
nomor Surat Berita Acara nomor BA-16/WBC.02/BG0102/2017 tanggal 06
Juli 2017 terlampir pada (Lampiran XVIII).

19. Setelah Barang Milik Negara sudah terjual dan hasil lelang sudah disetorkan
ke kas Negara, maka Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara akan melaporkan
pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa kendaraan dinas roda dua dan
kendaraan dinas roda empat ke Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara sehingga
barang tersebut tidak terdaftar sebagai BMN Kantor Wilayah DJBC Sumatera
Utara dengan nomor surat usulan Kepala Kantor Wilayah nomor S-
383/WBC.02/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal  Laporan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC
Sumatera Utara dengan Cara Penjualan terlampir pada (Lampiran X1X).

20. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meneliti hasil penjualan Barang
Milik Negara dan kelengkapan berkas lelang, sehingga Sekretaris Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang
tingkat Eselon 1 (UAPPB-E1) menerbitkan surat Keputusan Penghapusan
Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat dan roda dua dengan nomor
KEP-135/BC.01/2017 tanggal 08 September 2017 tentang Penghapusan
Barang Milik Negara terlampir pada (Lampiran XX).

21. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara melakukan penghapusan Barang Milik
Negara dari Daftar Kuasa Pengguna Barang sehingga kendaraan dinas roda
empat dan roda dua tidak terdaftar sebagai BMN Kantor Wilayah DJBC
Sumater Utara dengan dasar surat Keputusan Sekretaris Jenderal Bea dan
Cukai terlampir pada (Lampiran XXI).

Proses Penghentian dan Penempatan BMN Melalui Aplikasi SIMAK BMN
dan Jurnal pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
(SIMAK BMN) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan membukukan
Barang Milik Negara (aset) pada Instansi Pemerintah termasuk Kantor Wilayah
DJBC Sumatera Utara. Proses penhentian dan penempatan BMN sangat
berpengaruh dalam proses pencatatan BMN pada aplikasi SIMAK BMN. Adapun
langkah-langkah penghapusan BMN pada aplikasi SIMAK BMN adalah sebagai
berikut:

1. Penghentian BMN dari Penggunaan (Kode Transaksi 401)

Aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung
kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap dapat dihentikan dari
penggunaannya. Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus,
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR),
atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus
dihentikan.
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Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah,
dengan kata lain dihentikan dari penggunaan aktif, maka tidak memenuhi Kriteria
dan tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Hal ini sesuai dengan PSAP 07

Paragraf 79 yang menyatakan bahwa:

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi
definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

Pada saat dokumen sumber untuk mengeluarkan aset tetap tersebut dari
neraca telah diperoleh, maka aset tetap yang telah direklasifikasi menjadi aset
lainnya tersebut dikeluarkan dari neraca.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang, seperti rusak berat, maka
aset tetap tersebut dikeluarkan dari neraca. Hal ini sesuai dengan PSAP 07 Paragraf
77 dan 78 yang menyatakan bahwa:

77. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang
akan datang.

78. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari
Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan

dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
Contoh: Sebuah mobil yang dibeli pada tanggal 1 Maret 2016 dengan harga Rp
200.000.000 rusak berat tertimpa runtuhan bangunan karena bencana alam gempa
bumi pada bulan Agustus tahun 2016 Pada akhir bulan Agustus 2016 telah ada
penetapan dari bahwa mobil yang rusak berat tersebut dihentikan dari penggunaan
aktif untuk selanjutnya diproses penghapusannya sesuai dengan ketentuan. Pada
tanggal 10 Oktober 2016 telah diterbitkan penetapan dari entitas yang berwenang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD
bahwa mobil yang rusak berat tersebut dapat dikeluarkan dari neraca. Nilai buku
mobil pada saat kena gempa bumi adalah sebesar Rp80.000.000.

Kesimpulan

1)  Prosedur Penghentian dan Penempatan Aset Tetap pada Instansi Pemerintah
masih sangat membutuhkan waktu dan proses yang sangat lama;

2) Penghapusan Barang Milik Negara sangat penting dilakukan untuk
melakukan pergantian Barang Milik Negara dan juga untuk meningkatkan
penerimaan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3) Nilai Barang Milik Negara yang dipakai saat usulan sudah tidak sesuai
dengan pada saat penjualan dikarenakan proses yang lama yang
membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan.

4)  Barang Milik Negara berupa kendaraan roda empat dan roda dua pada Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara yang diusulkan
untuk dihapuskan sudah terlalu banyak masa penggunaannya;

5)  Sistem pencatatan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Direktorat

31



Jurnal Bisman Info Volume 10 Januari 2023 ISSN: 2355-150X

Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN
dan aplikasi SAIBA.

6)  Proses penilaian Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera
Utara masih membutuhkan bantuan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Medan sehingga proses usulan penghapusan Barang Milik
Negara membutuhkan waktu yang lama.

7)  Pemilihan pemenang hanya menjadi hak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang sebagai Pengelola, sehingga Kantor Wilayah DJBC Sumatera
Utara sebagai UAKPB tidak memiliki hak untuk menentukan pemenang
lelang.

8)  Kendala-kendala dalam proses lelang Barang Milik Negara adalah adanya
Barang Milik Negara yang sudah tidak lengkap atau hilang dikarenakan sudah
lama tidak digunakan dan mengakibatkan kerugian kepada pemenang lelang.

Saran

1)  Pihak Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang seharusnya lebih teliti dan
update terhadap tahun perolehan Barang Milik Negara sehingga, suatu
Barang Milik Negara tidak terlalu lama digunakan sehingga tidak
membutuhkan nilai perawatan yang lebih tinggi;

2)  Proses penghentian atau penggunaan Barang Milik Negara seharusnya lebih
disederhanakan sehingga proses penghapusan tidak membutuhkan waktu
yang sangat lama dalam menghapuskan Barang Milik Negara;

3) Dilakukan pengamanan aset yang lebih bagus yaitu pengamanan
administrasi, hukum dan fisik sehingga pada saat lelang Barang Milik Negara
pihak pemenang lelang tidak merasa dirugikan karena ada bagian dari Barang
Milik Negara yang sudah tidak ditemukan;

4)  Melakukan tertib administrasi terkait Pengelolaan Barang Milik Negara
sehingga pada saat penghapusan data sudah lengkap;
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